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Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi

Arma Dewi, SH., MH.
Analis Hukum Pemda Kota Jambi
armadew1 74 @gmail.com

ABSTRAK

Tujuan diadakan penelitian ini adalal untek menganalisis sifat melawan hukum serta wkiran
unnek menentukan dan menilai suate penvalahgunaan wewenang vang perumusannya selama ini
masih lemah sehingga menimbulkan multi interpretasi dengan unsur melawan hukum sebagai tindak
pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang
Nomaor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan masalah vang
diangkar dalam penelitian ini adalah i P delik penvalal wewendang
sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi di
fnclonesia seria bagai sifai mel, hukun pada unsur delik penyalahgunaan wewenang
sebagai suatu tindak  pidana  korupsi.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  hakikat  wisur
“menyalahgunakan wewenang” pada hakikarmva memiliki kesamaan dengan unsur “secara
melawan hukum” dalem Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, vakni sama-sama
memiliki sifat melawan hikum secara formiel dan materiel. Berdasarkan doktrin ilimy hukum don
setelal kelwarmyva Putusan MK vang menghapuskan sifar melawan hukum materiel dalam fukun
pidana, maka delik penyalahgunaan wewenang hanva terbaras pada sifar melawan hukum secara
Sformiel belaka. Dengan demikian alar wji yang digunakan dalam mengukurnya hanya berlandasakan
pada asas legalitas (weimatigheid van bestunr) belaka. Selingga jangkawan dan keknatan delik
penvalahgimaan wewenang menfadi sangat sempit, terutama sepanfang alal wkur vang digunakan
masili sepenulirya menggunakan instrument hukum administrasi Negara. Sebab dalam hukism
administrasi sendiri asas legalitas (wetmatigheid van bestuur) ridak memadai lagi unnik melandasi
keselwruhan perbuatan pemerintal dalam konteks kekuasan eksekuiif di Indonesia. Untuk mengatasi
masalah tersebut, hukum pidana perlu menentukan secara definitif mengenai batasan dan ukuran
wntiek  menilai  penyalahgunaan  wewenang  sebagai  tindak  pidana  korupsi  dengan  retap
memberlakukan sifat melawan hukum secara materil yang bersifat negarif, guna terap diperoleh
keseimbangan antara asas legalitas formil dan materiel.

Kata Kunci: penvalafigunaan wewenang, tindak pidana korupsi,

A. PENDAHULUAN

Dengan  menggunakan  berbagai Indonesia  berada  pada ranking ke-111
metode  penelitian  atau  hanya  sekedar dengan nilai 2.8, Posisi ini menjadikan
melakukan pengamatan biasa saja, sudah Indonesia masuk ke dalam daftar kelompok

dapat  diketshui - bahwa  jika  diajukan
pertanyasan mengenai “hagaimana tingkat
dan keadaan korupsi di Indonesia”’, maka

negara terkorup di dunia bersuma dengan 71
negara lain yang nilai skornya di bawah 3
tuga].'

jawabannya adaloh  tinggi dan  sudah Adapun penyebab tingginya angka
sistemik korupsi di Indonesis, Mochammad Jasin
Bahkun  berdasarkan  hasil  Indeks

Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2011 yang

dikeluarkan wleh Transparency lodeks Persepsi Korupsi 2011,
Biternational sk bahwy P transparaney.org, diakses pada ) November
" 011,
1 } Vol INo. 1|2019 JURNAL RECHTEN : RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JURNAL RECHTEN ; RISET HUKTUM DAN HAK ASAST MANUSIA

mengemukakan 5 (lima) alasan vang 2 (dua)
diantaranya adalah “rendahnya
profesionalitas”, serta “lemahnya komitmen
dan  konsistensi penegakan  hukum  dan
p perund d ", Sedangkan
3 (uga) alasan lainnya terkait dengan law
behavior and achievement. * Kedug alasun
yang dischutkan  pertama-tama,  amatlah
kontradikiil dengan cita-cila negara hukum
yang dikembangkan di Indonesia di  mana
hukum selain sebagai saluh sau sumber darl
kekuasoan, juga harus menjucdi batasan bagl
penggunaan  kekuasaan i sendir,
schagaimana yang dikemukakan oleh Lili
Rasyidi' Jiks hubungan keduanya dapat
terpenuhi muka parn pemegang kekuasaon

suatu

lain atau
Tah, 1

korporasi,

kesempatan  atau  sarang yang  ada
padanyn  karena  jabatan alau
kedudukan yang dapat memgikan
keuangan negara atau perekonomian
negurd,  dipidana  dengan  pidana
penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling luma 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp.
50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling hanyak Rp.
1.000,000.000,00 (satu milyar rupiah),

Dari rumusan Pasal 3 tersebut dapat

tentulah akan mencapai tingkat diketahui bahwa unsur “menyalahgunakan
“profesionalitas™ Namun pada kewenangan™ menjadi bagian inti dari delik
kenyataannya, sebagaimana yang korupsi  tersebul.  Persoalannyas  adalah
dikemukukan oleh Lord Action buhwa konsep penyalahgunann wewenang dalam

‘power tends to corrup, absolute power
tends fo corrupi  absolutely " Memang
secara konsep di Indonesia tidak ada
kekuasaan vang  bersifat absolute, akan
tetapi renduhnyva profesionalites pemegang
kekuasaan itu sendiri vang pada akhimya
jJustru mengakibatkan timbulnya  perilaku
koruptil

Memang dalam peraturan perundang-
undangan mengenai tindak pidana korupsi.
unsur “penyalahgunaan wewenang” telah
diatir hahkan meniadi haoian dar inti delik

delik ini tidak dijelaskan secara lebih lanjut.
Bahkan jika dibandingkan dengan rumusan
dalam delik yang diatr dalam Pasal 2
undang-undang ini, maka dapat dipahami
seakan-akan “menyalahpunakan
kewenangan” dalam komniek tindak pidana
korupsi bukanlah suatu perbuatan melawan
hukum, Dikatukun  demikian, sehab jelas
dalam rumusan Pasal 2 ditentukan secara
eksplisit  bahwa perbuatan  “melawan
hukum” merupakan bagian inti dari delik

kormsi - Pasdahal sehaonimans Nore Rasulki
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Abstract

The Corvid-19 panderic broke o in Indonesia in earty 2
this virux hud become a global pundemi ¢ spread iy very fost and easy, caising all conniries to immediately
inplesent new palivies te project their i inelueding Indonesia, The aim of this research is 10 eloboraie on
criminal sanetions for official acrions thar havm sate finances during the Cevid-19 pandemic. The methnd wsed
in this research is o qualitative method with @ juwidicel approach, Do collection teclnigues include searciing
documents related to research, The dater refevences wsed are primary and secondars legel materials, The deta that
hess mwr collected is then provessed and analvzed wsing legol imterpreation. The researel resulis show thar the
Inds fras fmple 1 varieus policies 1 deat with the Covid-19 pandemic and ws an effort o
recover all chJ’on affecied by ihe pandemic, The govermment has refocised and realfocated the Siwte Revenur
aned Expendinere Budget rdl’ﬁ\'lmpmmruu- public. Officialy who abuse their authorivy and harem stote finances
during the Covie 19 pandemic should receive appropriate criminal sanctions for their actions,

Keywards: Abuse of autharity, Cormuption, Cavid-19 pandemic, Criminal sanctions

1200, The World Health Organization (WI) stored that

Abstrak

Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia di awal whon 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan
hahwa virus ini menjadi pandemi g L'Jnh.ﬂ Penyeharannya yang sangat cepat dan mudah menyebabkan selomb negari
harus segers memberlakukan jakan-kehijakan ham untuk i wargn , termasuk |

Tujuan dori penelitinn ini adalah untuk mengelaborasi sanksi pidana bagi tindukan pejabat yang merugikan
keuangan negara di masa pandemi Covid-19, Metode yang digunakan dalam penclitian in adalah metode kunitatif

dengan [ yuridis, Teknik pengumpulan data dengan kumen-dokumen yang
berkaitan -]:m,.m penelition. Rujukan dota yang digunakan adalah bahon ImLum primier dan sekunder. Data yang
felah i dinlah don unalisis dengan cara penafsran hukum. Hasil penelitian

menunjulckin kahwa pemerintih Indonesia telah menerapkan berbage kebijakimn untuk menghadapi pandemi covid-
19 dan sehagai upaya pemulihan semus sektor vang terdampak akibat pandemi. Pemerintah telah melakukan
Refocusing dan Realokusi Anggarun Peadupatn dan Belonja Negara (APEN) untuk melindungi masyarikat
Pejubat vang dun merugikin negara di masy pandemi Covid-19 selayaknys
mendapatkan sanksi pidans yang sesuat atas tindakannya

Kata Kunei : Korupsi, Penderni Covid-19, Penyulahgunian wewenang. Sanksi Pidana

PENDAHULUAN

Sejak akhir 2019 masalah utama yang harus dihadapi seluruh negara adalah pandemi
virus corona. Hingga awal tahun 2022, pandemi virus corona masih menjadi tantangan bersama.
Pundemi covid-19 telah menyebabkan berbagai negara mengalami masa sulit. Kondisi ini
mengakibatkan berbagai sektor kehidupan terdampak. Semua pihak merasakan kerugian, baik
dari pihak masyarakat hingga pihak pemerintahan (Adhitya & Sari, 2022).

Penyesuaian di setiap aspek kehidupan sangat diperlukan dalam keadaan di saat . Hal
ini sangal penting dilakukan guna memulihkan semua sekior yang terdampuk, meskipun
berakhimya masa pandemi telah ditetapkan oleh pemerintah (Sholihah er af.. 2023). Proses
penyesuaian memang tidak bisa berjalan secara cepat. Oleh karena itu, peran dan integrasi dari
semua pihuk sangat dibutulikan. Apabila semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik,
pemulihan sektor terdampak diharapkan dupat cepat kembali pulib (Shabia et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijokan dan melakukan
transformasi pada beberapa bidang. Kebijukan yang dilakukan antara lain social distancing,

Page | 234
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PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), kebijukan karantina, dan protokol kesehutan, Di sisi
kebijakan fiskal, pemerintah juga melakukan beberapa penyesuaian, vaitn melakukan revisi
pada target penerimain pajak, menyusun ulung alokasi penerimaan negura dulam APBN 2020
dan menerupkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elekironik (Silalahi & Ginting,
2020). Pengeluaran pada APBN dilakukan realokasi untuk lebih difokuskan pada bidang
kesehatan dan perekonomian (Lativa, 2021).

Di kondisi demikian. keschatan masyarakut dan keberlunjutan  hidup  seluruh
warganegara sangat perlu diperhatikan, Namun demikian, perilaku sebagian oknum pejibat
yang berupaya untuk mencari keuntungan, Pejabat yang seharusnya mendapat kepercayaan dan
membawa amanah dar masyarakat untuk mengelola pemerintahan justru melakukan undak
pidana (Hastono er ad., 2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya
tersangka kasus korupsi bantuan sosial atau sering disebut bunsos oleh Menteri Sosia (Mensos),
terkait pengadaan sembako untuk penduduk di kawasan Tubodetabek. Akan tetapi, pejabat ini
terbukti melakukan tindak korupsi dengan jumlah kerugian sebanyak 20 miliar, Dana bantuan
ini seharusnya digunakan untuk pengadaan bansos sebesar RP600.000 yang dibagi menjadi dua
paket sehesar Rp300.000 pada setiap dua minggu sekali (Ruspiantoko et al., 2021).

Dari tahun ke tahun, jumlah kasus korupsi di Indonesia masih sulit untuk dihilangkan
(Maharani & Dewi, 2021). Masalah korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup besar
yang harus diperhatikan oleh nepara. Negara memang telah melakukan beberapa tindakan dan
peraturan untuk mengawasi dan mencegah tindak korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantsan
Korupsi (KPK) telah dibenmuk sejak whun 2003, Sejak awal. Komisi Pemberantasan Konupsi
memiliki wgas untuk antara lain: melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang
melukukan pemberantasan korupsi, melakukan tindakan pencegahan korupsi, dan melakukan
pengawasan terhadap penyelenggarann negarn (Einstein & Runizy, 2020). Sanksi pidana welah
dirckonstruksi dalum Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tujuan
untuk memberikan efek tukut bagi para pelaku korupsi (Dahwir, 2017).

Munculnya kasus tindak piduna khususnya korupsi masy pandemi covid-19 ini
entunya memberikan kesan tidak etis dan juga merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary
crimes) (Sakil er af., 2021). Uang negara telah dialokasikan dan difokuskan uniuk penanganan
dampak pundemi. Di masa pandemi Covid-19 semua warga sangat membiuituhkan bantuan
wenm Innosine dard Snnksi nidang terkait kaais koming memane s ditetankan
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